BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menimbang dari hal-hal yang sudah dijelaskan pada bab

pembahasan, maka dapat diperoleh jawaban atas permasalahan sebagai

berikut :

1.

Kendala yuridis yang dialami oleh Lembaga Manajemen Kolektif
Nasional (LMKN) dalam melakukan penarikan royalti terhadap hak
pencipta adalah peraturan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik
(SILM) yang masih tidak jelas. Perlu peraturan yang jelas dan rinci
mengenai operasional SILM untuk mencakup prosedur pendaftaran,
pelaporan, perhitungan, dan distribusi royalti. Saat ini Sistem Informasi
Lagu dan/atau Musik (SILM) belum dibentuk oleh Lembaga
Manajemen Kolektif Nasional, sehingga pengelolaan royalti dilakukan
sesuai dengan perundang-undangan sebelumnya. Dalam Undang-
Undang Hak Cipta tidak mengatur tentang Sistem Informasi Lagu
dan/atau Musik, sehingga proses pengelolaan royalti melalui Sistem
Informasi Lagu dan/atau Musik menjadi terhambat. Akibatnya pada
pendistribusian royalti yang tidak adil dan tidak merata. Hal ini
diperparah dengan adanya kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif
yang semula memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan
mendistribusikan royalti. Dalam Pearturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2021 menyatakan bahwa proses pengelolaan royalti dilaksanakan sesuai

56



57

dengan ketentuan perundang-undangan sebelumnya. Namun dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hanya mengatur bahwa
pengelolaan besaran royalti menjadi hak masing-masing Lembaga
Manajemen Kolektif sesuai dengan kelaziman dalam praktik
berdasarkan keadilan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2021 LMK hanya memiliki kewenangan untuk menghimpun dan
mendistribusikan royalti. LMKN juga membentuk Sistem Informasi
Lagu dan Musik (SILM) untuk memudahkan pengawasan
pendistribusian royalti. Tujuan sistem tersebut dibentuk untuk
memberikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan royalti.

. Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif
Nasional (LMKN) untuk meningkatkan penarikan royalti terhadap
pencipta meliputi mengisi kekosongan hukum dalam Sistem Informasi
Lagu dan/atau Musik (SILM). Kekosongan hukum tersebut dapat diatasi
dengan adanya sistem lisensi online yang dapat diakses melalui website
www.lisensilmkn.co.id sebagai alternatif dari SILM. Selain itu, LMKN
dapat menjalankan program penyuluhan melalui workshop, seminar,
dan materi edukatif online yang menjelaskan proses penggunaan musik
yang bersifat komersial dan kewajiban pembayaran royalti. Upaya
lainnya adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Daerah
sebagai turunan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk
memastikan penarikan dan distribusi royalti lebih efektif dan merata di

seluruh daerah. Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen


http://www.lisensilmkn.co.id/

58

Kolektif Nasional (LMKN) untuk meningkatkan penarikan royalti
terhadap pencipta mencakup beberapa langkah penting. Pertama,
mengisi kekosongan hukum dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau
Musik (SILM) dengan menyediakan sistem lisensi online yang dapat
diakses melalui website www.lisensilmkn.co.id sebagai alternatif dari
SILM. Kedua, LMKN dapat menjalankan program penyuluhan melalui
workshop, seminar, dan materi edukatif online yang menjelaskan proses
penggunaan musik yang sah dan kewajiban pembayaran royalti. Ketiga,
pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Daerah sebagai turunan
dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bertujuan untuk
memastikan penarikan dan distribusi royalti lebih efektif dan merata di
seluruh daerah. Terakhir, LMKN mendukung penuh rencana pemerintah
untuk membentuk layanan satu pintu atas penggunaan lagu dan/atau
musik yang bersifat komersial. Kebijakan layanan satu pintu ini telah
lama diusulkan karena akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
transparansi dalam pengurusan perizinan penggunaan lagu dan/atau
musik yang bersifat komersial. Terkait kegiatan yang bertujuan
komersial, penyelenggara yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau
musik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk membayar
royalti.
B. Saran
1. Adanya kolaborasi antara Pemerintah, Pencipta, Pemegang Hak Terkait,

Publisher, serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk
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melakukan edukasi kepada masyarakat atau user yang menggunakan
karya berupa lagu dan/atau musik untuk kegiatan komersial agar
masyarakat atau user dapat menghargai hasil karya lagu dan/atau musik
suatu Musisi/Band.

. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional segera merampungkan Sistem
Informasi Lagu dan/atau Musik secepat-cepatnya. Hal ini dikarenakan
Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik digunakan sebagai dasar dari
Pengelolaan royalti supaya proses pengelolaan royalti dapat berjalan
adil dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga
menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan Pemegang Hak Cipta

lagu dan/atau musik.
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